
  
 
 
 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 

NOMOR  50  TAHUN 2013 

 
T E N T A N G 

 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI KENDARAAN BERMOTOR 

YANG TERDAFTAR DI KALIMANTAN TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka  mengoptimalkan Pendapatan Pajak 

Daerah, khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka 
untuk meminimalkan tunggakan tersebut perlu adanya 
kebijakan memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi berupa denda dan bunga atas PKB yang 
menunggak pembayarannya perlu kebijakan memberikan 
penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas 
pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak 
pembayarannya; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 70 
ayat 2 huruf a, Gubernur dapat menghapuskan  sanksi 
administrasi berupa denda dan bunga pajak yang terutang; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penghapusan Sanksi 
Administrasi Bagi Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di  
Kalimantan Tengah; 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-
undang Nomor  25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Rebuplik 
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);  
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);  

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 
 
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak 
Daerah; 

 
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45). 

 
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor  7 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 36); 

 
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita 
Daerah Tahun 2012 Nomor 13); 
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MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI KENDARAAN 

BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI KALIMANTAN TENGAH. 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 
lebih beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis 
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor 
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor 
dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor 
yang dioperasikan di air. 

2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Pajak 
adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor. 

 

Pasal  2 

 
(1) Penghapusan Sanksi Administrasi yang diberikan adalah berupa 

Denda dan Bunga sebesar 100% (seratus persen). 
 

(2) Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya untuk kendaraan yang menunggak pajaknya lebih 
dari 1 tahun. 

 
(3) Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Pembayaran Pokok 
Pajaknya selama tahun – tahun Tunggakan Pajak. 

 
Pasal  3 

 
Masa Penghapusan Sanksi Administrasi pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) 
berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 
2013. 

 
Pasal  4 

        
Pelaksanaan penghapusan secara teknis lebih lanjut diatur oleh 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Pasal  5 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Kalimatan Tengah. 

 
 

    Ditetapkan di Palangka Raya 
    pada tanggal  7 Juni 2013           

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

AGUSTIN TERAS NARANG 

  
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  7 Juni 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SIUN JARIAS 

 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 50   

 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 

 

AMIR HAMZAH K. HADI 


